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dari praktik lembaga keuangan tradisional non-bank di lingkungan
Kata Kunci: Subak Abian Jepun. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan proses
Jaminan Tanah; Pinjaman Uang; Subak pemberian jaminan tanah untuk pinjaman uang yang dilakukan
kerama subak. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi
langsung di kantor subak dan di tengah-tengah masyarakat, serta
dilakukan wawancara mendalam dengan pengurus dan kerama

subak. Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan pengumpulan
@ ® @ dokumen terkait dengan laporan kegiatan dan keuangan subak. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peminjaman uang yang dipraktikkan
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Jaminan yang diberikan oleh peminjam dikhususkan untuk tanah
yang menjadi hak milik atau hak garap peminjam uang. Peminjam tidak harus menyerahkan sertifikat
tanah, cukup ditunjukkan. Namun ada konsekuensi besar yang harus ditanggung secara renteng oleh
keluarga bila terjadi kredit macet. Model ini berhasil mengatasi kredit macet dan meningkatkan jumlah
pinjaman dan pertumbuhan aset subak. Praktik tersebut diulas secara jelas dengan perspektif hukum dan
sosial, termasuk teori hukum dan teori sosial yang berlaku.
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ABSTRACT

Bali has many local wisdom regarding the economic and social potential of the region. The first is the
existence of financial transaction practices in village communities. This research was conducted to reveal
the legal and social aspects of the practices of traditional non-bank financial institutions in the Subak Abian
Jepun environment. This qualitative research describes the process of providing land collateral for money
loans carried out by Kerama Subak. Data collection was carried out by direct observation at the Subak
office and in the community and by conducting in-depth interviews with Subak management and Kerama.
Documents related to Subak's activities and financial reports were collected to obtain valid data. This
research shows that the money lending practiced in Subak Abian Jepun differs entirely from the financial
practices in conventional and Sharia financial institutions. The guarantee provided by the borrower is
specifically for land, which is the borrower's property or cultivation right. The borrower does not need to
submit a land certificate. However, the family must bear significant consequences jointly if bad credit
occurs. This model successfully overcame bad credit and increased Subak's loan and asset growth. These
practices were reviewed clearly from legal and social perspectives, including applicable legal and social
theories.

1. PENDAHULUAN

Pinjaman uang atau kredit menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi, sosial,
dan hukum. Pinjam meminjam uang yang dilakukan di lembaga keuangan berbasis desa di Bali memiliki
potensi besar dalam memperkuat sektor ekonom nonformal (Kurniasari, 2022). Namun, kesalahan dan
buruknya tata kelola pinjam meminjam dapat menjerumuskan masyarakat pada praktik rentenir yang
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merugikan secara ekonomi dan sosial (Ginda, 2019). Di antara potensi ekonomi dan sosial serta banyak
persoalan yang terjadi pada pinjam meminjam uang di subak, proses pinjam meminjam berbasis subak
semakin marak di Bali (Sugiantari et al., 2020). Keterlibatan perempuan pada aspek keuangan dan
perekonomian berbasis subak di Bali juga terbilang tinggi, terutama pada petani perempuan (Astiti,
2023). Potensi ekonomi berbasis subak di Bali yang sebagian besar merupakan petani memang memiliki
tantangan tersendiri, sehingga perlu mendapat perhatian serius (Sedana, 2014a). Diperlukan pembinaan
yang intensif kepada para anggota yang terlibat dalam kegiatan perekonomian dan kredit di subak,
sehingga dapat berjalan efektif dan maksimal (Dananjaya & Widiarta, 2017). Tidak hanya modal uang
untuk berhasil dalam pengelolaan ekonomi di subak, namun juga diperluan modal sosial, terutama
kepercayaan, norma, dan jaringan sosial (Sedana, 2014b).

Penelitian tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan di tingkat subak telah dilakukan
sebelumnya oleh banyak peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadek Eni Andriani dan I Gede
Agus Pertama Yudantara di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Andriani dan
Yudantara mengungkap penyebab kredit macet di desa adalah faktor perekonomian warga yang
memang tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat
untuk mengembalikan pinjaman masih rendah. Ada pula yang terkait dengan tata kelola keuangan di
lembaga keuangan yang ada di desa (Andriani & Yudantara, 2021). I Made Eris Darmayoga dan Lucy Sri
Musmini melakukan penelitian terkait dengan penerapan sanksi adat bagi kredit macet di Subak Sebatu,
Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (Darmayoga & Musmini, 2022). Penelitian
terkait pinjam meminjam di lembaga keuangan desa juga telah dilakukan oleh I Putu Hery Putra Pratama
dan Luh Gede Kusuma Dewi yang meneliti penggunaan konsep wrddhi grhiyad untuk mengendalikan
terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Subamia, di Kecamatan
Tabanan, Bali (Pratama & Dewi, 2023). [ Kadek Ari Mahardika dan Made Aristia Prayudi melakukan
penelitian yang berkaitan dengan pengendalian internal aktivitas kredit di lembaga keuangan Desa
Sambiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali yang menerapkan kearifan lokal “pade
gelahang,” yaitu pengenaan denda 50 persen dari bunga yang harus dibayarkan tiap bulannya
(Mahardika & Prayudi, 2022). Penelitian tentang adanya jaminan tanah bagi peminjam uang telah diteliti
oleh I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, dan kawan-kawan (Putra et al.,, 2021).

Bisa jadi upaya yang dilakukan oleh banyak pihak, secara khusus para tokoh desa dan pemangku
adat di Bali sebagai upaya pengendalian perkreditan dalam tata kelola keuangan subak telah
membuahkan hasil. Hal tersebut setidaknya tercermin dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), pada Desember 2023. Menurut OJK, Provinsi Bali merupakan daerah yang terbilang baik dalam
pengendalian sektor keuangan, dilihat dari pengendalian kredit, bila dibandingkan dengan daerah lain di
Indonesia. Kredit macet di Bali hanya sebesar 1,59%, jauh di bawah Gorontalo yang mencapai 5,38% dan
Jawa Tengah yang mencapai 4,09%. Bali berada di urutan ke 29 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal
kredit macet (Ahdiat, 2024).

Selain memiliki sistem pengendalian perkreditan yang telah terbukti secara ekonomi dan sosial,
masyarakat Bali memiliki kearifan lokal, salah satunya adalah sistem pinjam uang bagi kerama (anggota)
Subak Abian Jepun di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Subak Abian Jepun
merupakan lembaga tradisional yang mengatur para anggotanya supaya terwujud keberhasilan dalam
perekenomian. Tata kelola peminjaman di Subak Abian Jepun terbilang unik, karena menggunakan tanah
sebagai ayahan (kewajiban) untuk jaminan pinjaman uang yang dilakukan anggota. Penjaminan tanah
yang dilakukan anggota untuk mendapat uang pinjaman dari Subak Abian Jepun berkorelasi positif
dengan pengendalian kredit, sekaligus meminimalisasi terjadinya kredit macet. Minimnya kredit macet
juga ditandai dengan semakin banyaknya warga yang terlibat di Subak Abian Jepun. Penggunaan tanah
sebagai jaminan pinjam di Subak Abian Jepun berkorelasi positif dengan meningkatkan perekonian
warga subak. Selanjutnya proses pinjam-peminjam dengan penggunaan tanah sebagai jaminan tersebut
memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Hal tersebut yang diulas secara mendalam dan jelas dalam
penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kasus tunggal yaitu kasus yang
terjadi di Subak Abian Jepun. Penelitian ini secara khusus mendeskripsikan kasus penjaminan tanah yang
dilakukan oleh anggota Subak Abian Jepun di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem,
Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga model. Pertama, observasi. Observasi (pengamatan
langsung) dilakukan oleh peneliti pada aktivitas harian di Subak Abian Jepun, berkaitan dengan proses
transaksi yang dilakukan oleh anggota dengan pengurus subak. Proses transaksi yang dilakukan meliputi
pengajuan permohonan pinjaman, penyerahan jaminan tanah yang dilakukan oleh pemohon kepada
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subak, maupun proses pencairan dana yang diberikan oleh subak kepada anggota yang mengajukan
pinjaman. Selain itu peneliti juga terlibat dalam proses verifikasi faktual terhadap tanah oleh petugas
subak yang dijaminkan oleh pemohon. Kegiatan observasi juga peneliti lakukan secara terpisah, tidak
bersamaan dengan kegiatan pengurus subak. Kedua, wawancara mendalam. Peneliti melakukan
wawancara kepada sejumlah informan yang terlibat langsung dalam kegiatan di Subak Abian Jepun, mulai
dari wakil kelihan subak, pengurus subak, dan beberapa anggota subak yang telah melakukan pinjaman
dan anggota yang telah melunasi pinjaman ke subak. Ketiga, penelusuran dokumen. Dokumen yang
ditelusuri dalam penelitian ini berupa dokumen surat tanah yang dijaminkan oleh peminjam dana ke
subak. Dokumen lain yang ditelusuri adalah dokumen berupa laporan tahunan keuangan dan pembukuan
Subak Abian Jepun mulai tahun 2021, 2022, dan 2023. Keseluruhan data yang dikumpulkan peneliti
dengan ketiga teknik tersebut merupakan sumber primer penelitian, yang hasilnya disajikan dalam
bentuk tabel dan gambar di bagian hasil dan pembahasan.

Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data secara bersamaan dan sekaligus merupakan langkah
pengecekan silang (triangulasi) terhadap data yang diperoleh peneliti. Triangulasi dalam penelitian ini
meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilakukan
terhadap sumber data. Dalam hal ini sumber data adalah para informan yang diwawancarai secara
mendalam oleh peneliti. Keterangan yang disampaikan oleh satu informan dengan informan lain
dilakukan pengecekan silang. Keterangan yang disampaikan oleh satu pengurus subak dilakukan
pengecekan silang dengan pengurus lain. Begitu pula dengan data yang disampaikan para pengurus dicek
silang dengan data yang disampaikan oleh anggota subak. Data yang disampaikan oleh anggota subak juga
dicek silang dengan data yang disampaikan anggota subak lainnya. Selain itu dilakukan pula triangulasi
teknik, yaitu ketiga teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan
penelusuran dokumen. Ketiga teknik tersebut saling dicek silang. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara mendalam dicek silang dengan data yang ada di dokumen yang telah dikumpulkan oleh
peneliti. Peneliti juga melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh melalui wawancara
mendalam dan penelusuran dokumen, dengan pengamatan langsung (observasi) yang peneliti lakukan,
pada saat ikut serta melakukan kegiatan ke lapangan bersama dengan pengurus subak, maupun pada saat
peneliti terjun sendiri ke lapangan tidak bersama dengan para pengurus subak.

Setelah data yang dikumpulkan disajikan pada bagian hasil dan pembahasan, peneliti kemudian
menganalisis hasil penelitian dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan sosial.
Pendekatan hukum dilakukan secara komprehensif, mulai dari hukum positif, berupa KUH-Perdata,
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali, dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali, yang digali
dari dasar-dasar keyakinan tradisional dan filosofis masyarakat Bali. Adapun pendekatan sosial meliputi
sejarah Subak Ajian Jepun, nilai-nilai religius Hindu-Bali, dan tatanan sosial yang dianut secara turun-
temuran oleh masyarakat Bali yang berkaitan kepemilihan tanah, dan hutang kepada pihak lain, yang
merupakan tanggung jawab yang wajib diselesaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha peminjaman uang kepada Subak Abian Jepun merupakan bagian bidang pawongan.
Pawongan yang terdiri kerama Subak Abian Jepun untuk memanfaatkan berbagai kegiatan
perekonomian kerama Subak Abian Jepun, diantaranya sebagai modal usaha dagang, usaha pertanian,
peternakan, membeli bibit tananan abian (perkebunan) serta usaha untuk meningkatkan perekonomian
anggota. Pada hakikatnya para kerama Subak Abian Jepun adalah keluarga petani miskin yang
berpenghasilan rendah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha perekonomian kerama Subak Abian
Jepun, salah satunya dengan pengembangan usaha peminjaman uang kerama Subak Abian Jepun. Melalui
pengembangan usaha pinjam uang dimaksud kerama Subak Abian Jepun dapat mengajukan permohonan
pinjam uang dengan jumlah bervariasi sesuai status kerama Subak Abian Jepun.

Jumlah besaran yang dapat dimohon terdiri dari pemilik atau ahli waris tanah ayahan dengan
nilai pinjaman sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupian). Sedangkan kerama penyakap atau
penggarap tanah ayahan atau tidak menggarap namun sebagai kerama atau anggota Subak Abian Jepun
diberikaan batas maksimal pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Realisasi pinjaman
sesuai nomor urut pengajuan pinjman dilengkapi dengan surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani
oleh peminjan dan pengurus atau prajuru Subak Abian Jepun serta dibubuhi stempel Subak Abian Jepun.
Dengan telah ditandatangi surat perjanjian pinjaman sejumlah uang dapat diserahkan kepada peminjam.
Peminjam uang bagi kerama Subak Abian Jepun didasarkan kesepakatan oleh pihak peminjam dan
kerama Subak Abian Jepun diwakili oleh prajuru atau pengurus Subak Abian Jepun. Pihak peminjam
merupakan kerama Subak Abian Jepun yang terdaftar atau ada ahli waris tanah ayahan. Ahli waris tanah
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ayahan Subak Abian Jepun harus sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau telah melangsungkan
perkawinan. Syarat perjanjian objek tertentu yaitu tanah ayahan yang terdaftar pada Subak Abian Jepun
yaitu tanah ayahan yang telah terdata dan keberadaannya disaksikan oleh luput arah atau petugas
kelompok. Luput arah atau petugas kelompok terdiri dari Luput Arah Tempekan Belumbang, Luput Arah
Tempekan Bulakan, Luput Arah Tempekan Tengading, Luput Arah Tempekan Telaga, dan Luput Arah
Tempekan Jangan.

Gambar 1. Aktivitas harian di Subak Abian ]epu terkait roses trans-aksipinjaman
dan jaminan tanah pertanian

Begitu pula dengan konsep dasar pemberian pinjaman uang didasarkan pada asas pemerataan
dan keadilan yang disesuaikan atas penghasilan peminjam serta kemampuan untuk mengembalikan
angsuran setiap bulan. Waktu pembayaran juga dibuat lebih longgar, yaitu mengikuti hitungan bulan
Bali, sebanyak 35 (tiga puluh lima) hari, bukan 30 (tiga puluh) bulan kalender umum. Strategi tersebut
berkorelasi positif terhadap perkembangan Subak Abian Jepun. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Piutang Kerama Subak Abian Jepun

No Tahun Jumlah Peminjam Jumlah Piutang Luas Tanah Jaminan
1 2021 27 201.935.000 16,5 Ha
2 2022 48 243.895.000 14,4
3 2023 61 389.295.000 18,3

Sumber: Laporan keuangan tahunan kerama Subak Abian Jepun, 2024.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan peminjam di Subak Abian Jepun.
Jumlah peminjam pada 2021 sebanyak 27 orang, mengalami kenaikan menjadi 48 orang pada 2022.
Kenaikan hampir mencapai 100 persen. Jumlah tersebut kemudian naik kembali pada 2023 menjadi 61
orang. Tidak hanya jumlah peminjam yang bertambah, namun juga dana yang dipinjam yang terus
meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada 2021 jumlah pinjaman hanya Rp 201 juta lebih, kemudian
naik menjadi Rp 389 juta lebih pada 2023, atau naik hampir 100 persen. Begitu pula dengan luasan
tanah yang dijadikan jaminan kepa Subak Abian Jepun terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun
2023. Data ini sekaligus menjadi indikator penting untuk membahas proses pinjam-meminjam dalam
perekonomian di Bali. Penelitian ini fokus pada bagaimana penggunaan tanah sebagai jaminan dalam
proses pinjam meminjam di subak.

Model peminjam uang di Subak Abian Jepun memiliki keunikan yang berbeda dengan model
pinjaman bank konvensional, yaitu mewajibkan peminjam untuk menjaminkan tanahnya kepada Subak
Abian Jepun. Bila di bank konvensional, surat tanah yang dijadikan jaminan biasanya diberikan secara fisik
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oleh pemohon kepada bank tempat meminjam. Namun di Subak Abian Jepun, surat tanah tidak diberikan
secara fisik, namun cukup ditunjukkan saja kepada pengurus. Selanjutnya pengurus melakukan verifikasi
dan peninjauan secara fisik terhadap tanah yang dimaksud. Tanah yang menjadi jaminan peminjaman uang
di Subak Abian Jepun ada dua. Pertama, tanah milik pribadi pemohon. Tanah milik pribadi adalah tanah
yang dimiliki oleh pemohon berdasarkan surat keterangan kepimilikan, baik yang dimiliki karena proses
waris, atau tanah yang menjadi milik melalui proses pembelian. Kedua, tanah yang bukan milik pemohon,
namun pemohon memiliki keterangan untuk menggarap tanah tersebut. Model ini sekaligus menjadi
bentuk keringanan dan kelonggaran yang diberlakukan oleh Subak Abian Jepun kepada pemohon. Sehingga
pemohon memiliki peluang yang besar untuk mendapat dana pinjaman dari subak. Kedua model jaminan
tanah terhadap pinjaman uang yang diberlakukan oleh Subak Abian Jepun tersebut, terbukti mengurangi
kredit macet. Lancarnya pembayaran oleh peminjam di Suban Abian Jepun berkorelasi positif dengan
peningkatan aset subak. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Aset Bersih Kerama Subak Abian Jepun

No Tahun Jumlah (Rp)
1 2021 544.592.500
2 2022 549.150.700
3 2023 624.246.450

Sumber: Laporan keuangan tahunan kerama Subak Abian Jepun, 2024.

Model pinjaman yang diberlakukan oleh Subak Abian Jepun menarik perhatian Pemerintah
Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian
Bantuan Keuangan Khusus oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap Subak Abian Jepun, sejak
awal berdiri hingga kini. Pada 2021 Pemerintah Provinsi Bali memberi Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) sebesar Rp 25 juta. Bantuan keuangan tersebut kemudian diberikan pada tahun 2022 dan 2023.
Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem memberi Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
kepada Subak Abian Jepun. Bantuan keuangan terus bertambah secara nominal setiap tahun. Hal ini bisa
dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintahan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten
Karangasem 2021-2023

No Sumber Dana BKK TAHUN
2021 2022 2023
1 Pemerintah Provinsi Bali 25.000.000 10.000.000 10.000.000
2 Pemerintah Kabupaten 6.000.000 10.000.000 10.000.000
Karangasem
Jumlah 31.000.000 20.000.000 20.000.000

Sumber: Laporan pertanggungan jawaban keuangan tahunan kerama Subak Abian Jepun, 2024

Perspektif Hukum Jaminan Tanah Untuk Pinjaman Uang

Jaminan tanah yang diberikan oleh peminjam uang kepada Subak Abian Jepun memang tidak
lumrah dalam proses transaksi pinjaman uang, terutama yang berlaku dalam jasa keuangan modern baik
konvensional maupun syariah. Jaminan berupa tanah dalam bentuk sertifikat tidak diberikan secara fisik
kepada pemberi pinjaman. Subak Abian Jepun memang tetap mewajibkan kepada peminjam untuk
memiliki jaminan. Jaminan tersebut khusus berupa tanah, baik tanah milik pribadi maupun tanah status
Garapan. Namun jaminan yang diajukan tidak harus diserahkan sertifikat pemilikan atau surat hak garap,
secara fisik kepada Subak Abian Jepun, hanya cukup ditunjukkan saja. Selanjutnya pihak subak akan turun
ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik.

Biasanya proses meminjam uang kepada jasa keuangan dengan jaminan dalam bentuk penyerahan
surat atas kepemilikan tanah atau barang berharga lainnya, sebagai kewajiban peminjam (Aji et al., 2022).
Seperti yang terjadi dalam transaksi peminjaman di bank konvensional baik skala makro maupun skala
mikro, yang mensyaratkan adanya penyerahan jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan. Hal tersebut
biasa dikenal sebagai personal guarantee (Ayunda & Fadhillah, 2021). Adanya jaminan terhadap uang
yang dipinjam di jasa perbankan merupakan kewajiban bagi pihak pemberi pinjaman sebagai bentuk
kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam
(Abubakar & Handayani, 2018). Jaminan yang diberikan juga mempertimbangkan aspek kecukupan
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terhadap nominal uang yang dipinjam (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Kewajiban untuk memberikan
jaminan tidak hanya berlaku pada lembaga keuangan umum, namun juga berlaku pada lembaga keuangan
barbasis agama/ syariah (Hafidah, 2012).

Model jaminan dan perjanjian yang diberlakukan oleh Subak Abian Jepun sebetulnya dapat dilihat
sebagai alternatif pelaksanaan kegiatan atau aktivitas perekonomian yang berdasar pada kearifan lokal
(local wisdom), namun tetap dapat dilihat memiliki korelasi dengan hukum yang berlaku di Indonesia,
maupun hukum adat yang berlaku di Bali. Dalam perspektif hukum positif misalnya, bahwa negosiasi
sebagai pembahasan suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara
para peserta tentang hal yang dirundingkan. Hal tersebut dikenal sebagai proses penyelesaian sengketa
dengan pendekatan arbitrase. Menurut [ Made Sara, dan kawan-kawan, penyelesaian sengketa berbasis
arbitrase diakui secara jelas dalam hukum positif (Sara, 2022). Konsep arbitrase yang dimaksud masuk
model arbitrase komersil (Temenggung & Dewi, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Pasal 1 angka 10 menyebut bahwa
“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” (Ramdhany, 2023). Negosiasi termasuk alternatif
penyelesaian sengketa yang memiliki kualitas hukum yang paling tinggi karena kedua belah pihak saling
menguntungkan atau win win solution. Penerapan peminjaman uang bagi kerama Subak Abian Jepun
diimplementasikan sesuai dengan perspektif hukum yang ada. Subak Abian Jepun memiliki otonomi dalam
pelaksanaan peminjaman uang bagi kerama Subak Abian. Otonomi Subak Abian Jepun terdiri mengatur
dan mengurus dalam penyelenggaraan kegiatan persubakan. Kegiatan persubakan mengatur dengan
membentuk peraturan perundang-undangan berupa perarem melalui rapat bersama untuk memutuskan
sebuah norma hukum adat secara tertulis, sedangkan mengurus melaksanakan berbagai kegiatan dalam
urusan kegiatan untuk mensejahterakan, kemakmuran, dan pelaksanaan parahyangan, pawongan dan
palemahan bagi kerama Subak Abian Jepun.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/2000
tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, disebutkan bahwa pada
hakikatnya penyelenggaraan otonomi daerah untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan
perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat demokratis agar berjalan lebih cepat dan menciptakan
masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (Somad, 2015). Hal tersebut
dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Dalam penjelasan Pasal 18, Il sebelum amandemen,
yang menyebutkan, "dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturende
landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nigari di Minangkabau, dusun dan
marga di Palembang dan sebagainya” (Rindawan, 2016).

Perjanjian yang dibuat Subak Abian Jepun telah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diakui
oleh hukum positif di Indonesia. Hal tersebut diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
atau Burgelijk Wetbokk (BW). Dalam Pasal 1313 disebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
(Mutaqin & Haspada, 2018). Lebih lanjut syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320. “Untuk
sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka dalam mengikatkan dirinya; (2)
kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertendu; dan (4) suatu sebab yang halal”
(Pinem et al., 2022).

Keberlakuan suatu perjanjian didasarkan dalam teori perjanjian, khususnya mengenai asas-asas
perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan dalam Pasal 1338,
mengenai adanya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas antara para pihak yang mengikat
diri dalam perjanjian (Atmoko, 2022). Sedangkan asas konsensualitas disebut sebagai salah satu unsur
paling mendasar dalam perjanjian (Sinaga, 2019). Para peminjam uang kerama Subak Abian Jepun diberi
kebebasan dalam membuat isi perjanjian, diantaranya jumlah uang yang akan dipinjam, jangka waktu
pengembalian berdasarkan bulan Bali 35 hari dalam satu bulan, tidak 30 hari, serta jumlah pembayaran
per bulan dibuat sesuai dengan kemampuan peminjam.

Keberadaan tanggung renteng dalam menyelesaikan adanya tunggakan atau kredit macet dalam
keluarga bagi kerama Subak Abian Jepun juga diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
tepatnya pada Buku Bagian Kedelapan tentang perikatan tanggungrenteng atau perikatan tanggung
menanggung. Pasal 1282 menyebut “Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal
itu dinyatakan secara tegas”. Kalimat berikutnya menyertai yaitu "Aturan ini hanya dikecualikan dalam
hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung
menanggung” (Cholidah, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor
1017 K/Pdt/2019 tentang pengaturan prinsip tanggung renteng dalam perjanjian hutang piutang (Haliza
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et al.,, 2023). Berkaitan dengan pemahamanan Pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
perjanjian peminjam uang di Subak Abian Jepun berdasarkan asas “Pakta Sunt Servanda” , yang berarti
perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang terlibat dalam perikatan perjanjian tersebut
(Syamsiah et al., 2023).

Selain Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), dan putusan Mahkamah Agung, maka praktik yang berlaku pada
Subak Abian Jepun, dengan model peminjaman uang dengan jaminan tanah tanpa menyerahkan sertifikat
juga diakomodasi secara umum dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Secara umum Perda tentang LPD menyebut bahwa pendayagunaan LPD
diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama Desa, terutama untuk menunjang
pembangunan desa (Fadhilah & Fatahillah, 2023). Dalam perspektif teori hukum hal tersebut disebut oleh
Lawrence M. Friedman sebagai teori substance, structure dan culture. Menurut Friedman, hukum modern
merupakan cerminan dari budaya hukum modern yang terus berkembang seiring kehidupan masyarakat
(Friedman, 1994). Struktur yang disebut Friedman adalah berperannya subjek hukum orang yaitu kerama
dan prajuru Subak Abian Jepun. Adapun substansinya ada dalam surat piutang atau peminjaman uang yang
ada dalam perjanjian peminjaman. Sedangkan kultur atau budayanya adalah apa yang sudah diwariskan
secara turun-temurun berupa jaminan tanah yang telah berlaku sejak lama di lingkungan Subak Abian
Jepun.

Budaya hukum (culture law) menurut Friederich Carl Von Savigny, terkait hubungan organic
antara hukum dengan watak atau karakter suatu masyarakat. Sehingga hukum tumbuh dan berkembang
dalam rahim volkgeist. Hukum seperti itu dipandang sebagai hukum dalam kehidupan sejati, yang terus
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, menarik untuk terus digali (Savigny, 2018). Adat
istiadat dan kebiasaan menjadi landasan dalam hukum adat serta menjadi cerminan nilai budaya. Hukum
adat yang berkembang dilandasi sistem hukum konkret (reel) atau atau nyata (Hasan et al., 2023).
Menurut Koentjaraningrat, nilai budaya yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi kebiasaan
dan budaya universal, yang dikenal untuk semua budaya masyarakat di seluruh dunia (Ahimsa-Putra,
2019). Menurut Christian Van Den Berg dalam teori receptio in complex, adat istiadat dan hukum suatu
kelompok masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut golongan masyarakat itu
(Rohmah & Alfatdi, 2022) Menurut C. van Vollenhoven, bahwa peraturan desa dan subak di Bali banyak
memberi sumbangan dalam perkembangan hukum dan tatanegara adat dan hukum umum (Benda-
Beckmann, 2019). Berdasarkan uraian para ahli tersebut, jaminan tanah kerama Subak Abian Jepun
memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perdata, dan hukum
adat yang ada di Bali. Otonomi Subak Abian Jepun merupakan tata pemerintahan adat yang diakui
keberadaan oleh pemerintah Indonesia. Berkaitan dengan itu Subak Abian Jepun membuat peraturan yang
sering disebut sumber hukum adat kebiasaan, dan hal tersebut telah diakui secara jelas oleh kerama
Subak Abian Jepun, serta ditaati secara sadar dan bertanggungjawab. Implementasi peraturan berupa
pararem dimaksud tertuang dalam surat perjanjian peminjaman uang. Landasan hukum yang dituangkan
dalam bentuk pararem dikonkretkan dalam bentuk perjanjian para pihak.

Perspektif Sosial Jaminan Tanah Untuk Pinjaman Uang

Keberadaan tanah yang merupakan hak milik maupun tanah yang merupakan hak garap, sebagai
jaminan atas pinjaman uang yang diajukan kepada Subak Abian Jepun, tanpa penyerahan sertifikat
kepemilikan tanah dari peminjam kepada pemberi pinjaman, merupakan hal unik dalam proses pinjam
meminjam uang di Indonesa. Dalam perspektif sosiologis, hal tersebut memiliki makna adanya
kepercayaan yang tinggi bagi pemberi pinjaman kepada yang meminjam. Tanpa adanya kepercayaan yang
tinggi kepada peminjam, hal tersebut sulit untuk dapat terlaksana. Tidak ada proses pinjam meminjam
dalam jasa keuangan yang tidak menyerahkan jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Aspek kepercayaan
ini merupakan hal penting, sekalgus menjadi modal sosial (social capital) bagi pembangunan masyarakat.
Kepercayaan merupakan syarat mutlak dalam pembangunan yang menggunakan modal sosial sebagai
dasar pelaksanaannya.

Menurut Robert Putnam, kepercayaan (trust) merupakan salah satu elemen penting dalam
pembangunan, sebagai modal sosial. Kepercayaan menjadi satu kesatuan dengan jaringan sosal yang
mesti ada sebagai modal sosial (Putnam, 1994). Lebih lanjut, kepercayaan, sebagai salah satu modal sosial,
menurut Francis Fukuyama, dapat mendorong kerjasama yang erat antar personal dalam masyarakat.
Begitu pula kerjasama di bidang ekonomi, kepercayaan dapat mengurangi biaya transaksi, sehingga dapat
berjalan lebih efisien. Kepercayaan bagi Fukuyama tidak muncul begitu saja, namun muncul dari adanya
tradisi, budaya, keyakinan dan sejarah yang telah dibangun oleh masyarakat secara turun-temurun. Selain
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itu, bagi Fukuyama lebih penting lagi adanya kesadaran bersama dalam masyarakat untuk menumbuhkan
kepercayaan. Kesadaran untuk membangun kepercayaan tersebut menjadi penting keberadaannya bagi
masyarakat yang berada dalam proses pembangunan. Selain itu tentu saja adalah upaya serius untuk
merawat kesadaran untuk saling mempercayai sesama anggota masyarakat (Fukuyama, 2001). Piotr
Sztompka memperjelas kepercayaan dalam kelompok, ibarat kepercayaan dalam keluarga yang terjalin
secara intim dan kuat. Hal tersebut tentu saja terjalin dari adanya saling kenal antara satu anggota dengan
anggota lain, yang terbangun berdasarkan interaksi dan pergaulan sehari hari (Sztompka, 2003).
Keberadaan Subak Abian Jepun, merupakan bagian dari Pura Subak Abian Jepun yang diperkirakan
sudah ada ribuan tahun silam, yang berfungsi sebagai pemujaan dan sumber kekuatan juga kesuburan
dalam lingkungan pertanian. Secara sosial dan ekonom, keberadaan Pura Subak Abian Jepun telah eksis
semenjak zaman prasejarah, atau pada saat jaman “megalitikum,” yang ditandai dengan sarana dan
prasarana pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan menggunakan batu, sebagai alat yang
sangat sederhana berada di sekitar sebelah utara Pura. Batu data (lempeh) hanya berada di lokasi sebelah
utara (kaja) yang melambang utara (kaja) tempat yang maha suci atau sakral yang berhubungan dengan
keyakinan masyarakat di wilayah Bali. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I
Made Sutaba, yang menyebut bahwa keberadaan tahta batu sakral yang berhubungan dengan
kepercayaan kepada kekuatan/ penguasa alam dan kekuatan/ penguasa kesuburan. Menurut Sutaba,
setiap kepercayaan membawa pesan-pesan moral dan nilai dalam kehidupan sosial masyarakat,
sebagaimana juga terjadi pada masyarakat Bali (Sutaba, 2018). Kepercayaan yang ada dalam subak
merupakan warisan yang lahir secara tradisional selama ribuan tahun, yang kemudian dilestarikan oleh
masyarakat secara turun-temurun. Warisan tradisional tersebut semakin kuat tertanam pada masyarakat
Bali karena menyatu dengan ajaran Hindu (Yamashita, 2013).
Pada aspek sosiologis, hal ini juga dapat dilihat tingkat kolektivitas dan kohesivitas masyarakat di
Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Hal ini tercermin dari kesepakatan yang
dibuat oleh Subak Abian Jepun dengan anggota yang meminjam dana di subak. Adanya ketentuan
mengenai peralihan penguasaan status tanah ayahan dalam bentuk tindakan berupa upaya paksa dari
pihak peminjam uang yang dinyatakan kredit macet kepada pihak Subak Abian Jepun ditanggung secara
renteng atau tanggung menanggung dari pihak ahli waris tanah ayahan dimaksud. Pihak ahli waris tanah
Subak Abian Jepun selama ini telah merelakan tanah ayahan diserahkan kepada pihak Subak Abian Jepun
yang diwakili oleh pengurus atau prajuru Subak Abian Jepun. Kesadaran dari pihak keluarga atau
keturunan untuk menanggung beban dari orang tua yang melakukan peminjaman dana ke subak.
Keberadaan semangat kolektivitas dan kohesivitas dalam keluarga dikemukakan oleh James Moody
dan Douglas R. White. Menurut Moody dan White kohesivitas terbangun atas hubungan yang terikat satu
sama lainnya, dalam jaringan sosial yang erat (Moody & White, 2003). Dalam kohevisitas sosial, terdapat
tanggung jawab individu yang beralih menjadi tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab individu dapat
berkurang dan beralih pada tanggung jawab kelompok (Karau & Williams, 1997). Menurut Michael A.
Hogg kohesivitas dalam kelompok sosial terjalin dengan adanya hubungan dan ketertarikan antarpribadi
yang ada dalam kelompok tersebut, seperti yang telah disepakati oleh para ahli pada awal keberadaan
teori kohesivitas sosial (Hogg, 1993). Menurut Brian Mullen dan Carolyn Copper, semakin kecil kelompok
sosial yang terikat dan suatu hubungan, maka tinggi tingkat kohesivitas dalam kelompok tersebut (Mullen
& Copper, 1994). Selain itu ada aspek paling penting adalah adanya budaya menjaga harkat dan martabat
pribadi dan keluarga yang terpelihara, dan malu, termasuk dosa untuk mengingkari pada telah menjadi
kesepakatan bagi peminjam terutama, kepada pihak yang memberi pinjaman uang. Hal tersebut diperkuat
oleh penelitian yang dilakukan oleh Carol Wareen. Wareen menyebutkan bahwa “In fact, the Balinese term
for the numeous fines which meet any and every dereliction of sivic responbility, “dosa”, also translates as “
sin” or moral tyransgression” (Warren, 1993). Masyarakat Bali meyakini keberadaan dosa sebagai akibat
dari kelalaian terhadap tanggung jawab. Dosa atau pelanggaran moral bersumber dari keyakinan kerama
Subak Abian Jepun secara turun menurun didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan ajaran Hindu.
Masyarakat Bali meski telah mengadopsi budaya modern, namun masih tetap berpegang teguh
kepada ikatan-ikatan tradisi dari sistem nilai yang dimilikinya. Begitu pula kerama Subak Abian Jepun
membangun hubungan sosial dan kerjasama ekonomi didasarkan pada ikatan tradisi yang dianut oleh
masyarakat pada lingkungan setempat. Hal tersebut dikuatkan oleh Pitana yang menyebut bahwa hingga
kini masyarakat Bali masih tetap kuat memegang teguh tradisi dan identitas budaya yang telah
diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang masih relevan
dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga antara keyakinan yang dianut, dan budaya yang
tetap dilestarikan, bisa berjalan seiring dengan dunia modern (Pitana, 2010) Masyarakat Bali kental
terhadap ajaran agama yang menyatu dengan upaya pelestarian budaya yang terus bertahan di tengah
arus globalisasi. Salah satunya adalah asas kesejahteraan yang dibangun atas keselarasan hubungan
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dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia, bahkan juga dengan lingkungan alam sekitar. Hal
tersebut dapat meminimalisasi dampak konflik, sengketa, pertikaian dan kekacauan dan konsumerisme.
Maka kebahagiaan dicapai dengan adanya keseimbangan dan keselarasan antara hubungan yang ada
(Padet & Krishna, 2018). Menurut Dix Rith dan Gede Sedana, menyatunya konsep ideologi dengan
budaya, bukan hanya kearifan lokal, namun lebih jauh dapat dilihat sebagai aspek sosial-politik dan
ekonomi masyarakat (Roth, Sedana 2015). Menyatunya keyakinan agama dan budaya masyarakat telah
ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hidayaturrahman (Hidayaturrahman,
2018). Dalam perspektif sosiologi, masyarakat Bali, termasuk pada Subak Abian Jepun memiliki nilai dan
norma tradisi yang dikembangkan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
masyarakat dengan sistem modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya tradisional.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Peminjaman uang kepada Subak Abian Jepun memiliki keunikan dalam soal jaminan yang diajukan
oleh peminjam. Beberapa keunikan adalah, jaminan harus berapa tanah. Tanah yang diajukan juga bisa
berupa tanah hak milik, bisa pula yang menjadi hak garap peminjam. Selain itu, peminjam tidak ada
keharusan untuk menyerahkan fisik surat kepemilikan atas tanah kepada subak, namun cukup
ditunjukkan saja. Namun ada kewajiban dari anak atau keluarga peminjam untuk menanggung secara rente
kewajiban hutang yang belum terbayar, bila orang tua peminjam meninggal dunia, dan hutang belum
dilunasi ke subak. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat Bali terikat dengan tanah sebagai lingkungan
tempat tinggal dan aktivitas perekonomian. Adanya tanggung rente dari orang tua ke anak, merupakan
bentuk nilai kolektivitas dan kohesivitas yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang solid dipegang hingga kini,
sebagai warisan budaya yang masih tetap terjaga. Masyarakat Bali lebih berorientasi pada tertib secara
sosial dan budaya, karena berkorelasi dengan ajaran agama yang dianut, daripada sekadar taat kepada
hukum positif yang berlaku, dalam aktivitas perekonomian sehari-hari. Diperlukan penelitian lebih luas lagi
pada skala Provinsi Bali, terkait dengan dampak keyakinan dan budaya yang dianut masyarakat, dengan
perkembangan dan kemajuan ekonomi di Bali.
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